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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami inovasi akad Mudharabah dalam praktik fintech 
syariah di Indonesia sebagai solusi inklusi keuangan berbasis prinsip syariah. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara 
mendalam, observasi, dan studi dokumen pada beberapa platform fintech syariah seperti ALAMI Sharia, 
Investree Syariah, dan Ammana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad Mudharabah pada 
fintech syariah mampu meningkatkan akses pembiayaan terutama bagi UMKM dan sektor yang sulit 
dijangkau lembaga konvensional dengan tetap menjaga nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan. Meski 
terdapat tantangan regulasi, literasi keuangan, dan infrastruktur, fintech syariah dengan dukungan regulasi 
adaptif dan edukasi masyarakat berpotensi menjadi model pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan 
selaras dengan prinsip Islam. 
Kata Kunci: Fintech Syariah, Akad Mudharabah, Inklusi Keuangan, UMKM, Pembiayaan Digital 

 
PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi finansial atau financial technology (fintech) di 
Indonesia telah menjadi topik yang mendapat perhatian besar dalam beberapa tahun 
terakhir. Hal ini tidak terlepas dari pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
di era digital yang turut mengubah cara hidup masyarakat, khususnya dalam mengakses 
berbagai informasi serta layanan berbasis teknologi. Inovasi digital ini juga 
memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan sistem keuangan modern (Adji et 
al., 2023; Handayani & Sartika, 2025). Menurut National Digital Research Centre, fintech 
merupakan inovasi dalam layanan keuangan yang mengintegrasikan teknologi modern. 
Istilah ini merupakan gabungan dari kata financial dan technology, yang mencerminkan 
pemanfaatan teknologi dalam penyediaan layanan keuangan (Batunanggar, 2019). 
Sementara itu, Bank Indonesia menyebutkan bahwa fintech merupakan hasil kombinasi 
antara layanan keuangan dan teknologi digital, yang mengubah cara kerja sistem 
keuangan dari yang sebelumnya tradisional menjadi lebih praktis dan efisien. Kini, 
transaksi keuangan tidak lagi harus dilakukan secara langsung dan tunai, melainkan 
dapat dilakukan secara online hanya dalam hitungan detik (Candra et al., 2020; Marlina 
& Fatwa, 2021). 

Fintech telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, 
termasuk masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh institusi keuangan formal 
(unbanked population). Peran fintech dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia 
sangat signifikan, terutama melalui layanan pinjaman digital, e-wallet, dan 
crowdfunding (Rabbani et al., 2021; Khaliq, 2025). Di sisi lain, sektor keuangan syariah 
juga mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan. Teknologi turut berperan 
dalam mendukung pertumbuhan sektor ini, termasuk dalam pengembangan pasar 
modal syariah. Fintech syariah hadir sebagai alternatif sekaligus pelengkap sistem 
keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, 
gharar, dan maysir (Saripudin et al., 2021; Setiyowati & SM, 2023). 
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Fintech tidak dianggap sebagai pesaing bagi lembaga keuangan tradisional, 
melainkan sebagai mitra strategis yang dapat menciptakan kolaborasi. Data dari 
Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) mencatat bahwa sekitar 63,9% pelaku usaha fintech 
telah terhubung dengan perbankan melalui sistem Application Programming Interface 
(API), yang menunjukkan adanya sinergi antara inovasi digital dan sistem keuangan 
konvensional maupun syariah (Ratundima et al., 2023; Aspar, 2020). Tidak hanya 
terbatas pada perbankan dan pasar modal, digitalisasi juga merambah ke sektor 
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, yang mencakup berbagai lembaga seperti 
perusahaan asuransi syariah (jiwa, umum, dan reasuransi), perusahaan pembiayaan 
syariah, modal ventura syariah, pembiayaan infrastruktur syariah, dana pensiun syariah, 
serta lembaga keuangan mikro syariah. Beberapa unit syariah juga telah diterapkan 
dalam lembaga seperti LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) dan perusahaan 
pembiayaan sekunder perumahan.  

Semua lembaga ini kini turut mengalami digitalisasi dalam sistem pelayanannya 
(Sudirman & Disemadi, 2022; Suryawan & Santikasari, 2024). Melihat perkembangan 
tersebut, menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana 
transformasi lembaga keuangan syariah menghadapi era digital dan menjalin kolaborasi 
dengan fintech. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih 
inklusif, inovatif, serta adaptif terhadap perkembangan zaman (Nurzianti, 2021). 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan 
untuk menggali dan memahami secara mendalam berbagai bentuk inovasi akad 
Mudharabah dalam praktik fintech syariah di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih 
karena fokus utama penelitian ini bukan pada kuantifikasi data, melainkan pada 
pemahaman makna, konteks, dan implementasi konsep Mudharabah dalam ekosistem 
digital keuangan syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menjelaskan 
fenomena secara holistik dengan memperhatikan persepsi, interpretasi, dan 
pengalaman para pelaku industri, ahli, serta pengguna. Penelitian ini dilaksanakan di 
beberapa platform fintech syariah yang telah beroperasi secara aktif dan terbukti 
menerapkan akad Mudharabah dalam produk atau layanan mereka, antara lain ALAMI 
Sharia, Investree Syariah, dan Ammana. Lokasi ini dipilih karena merepresentasikan 
ragam model bisnis dan skema penerapan akad Mudharabah yang berkembang di pasar 
keuangan syariah digital Indonesia. Waktu penelitian dijadwalkan berlangsung dari 
bulan Februari hingga Mei tahun 2025, dengan kemungkinan penyesuaian tergantung 
pada akses dan kesiapan informan. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan 
pelaku industri fintech syariah, pakar ekonomi Islam, serta pengguna layanan, yang 
dipilih secara purposive untuk memastikan relevansi dan kedalaman informasi. Selain 
itu, dilakukan observasi langsung terhadap aplikasi atau platform digital yang 
digunakan oleh perusahaan fintech terkait, guna mengidentifikasi bagaimana akad 
Mudharabah diterapkan dalam sistem kerja dan user interface aplikasi. Sementara itu, 
data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku-buku 
ekonomi syariah dan teknologi keuangan, regulasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen 
internal perusahaan yang dapat diakses secara sah. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur 
untuk memungkinkan eksplorasi terbuka terhadap informasi yang muncul selama 
percakapan, dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen relevan, serta observasi 
langsung atas fitur-fitur aplikasi yang mendukung pelaksanaan akad Mudharabah. 
Ketiga teknik ini diintegrasikan untuk memperkaya data yang diperoleh dan 
memperkuat validitas hasil. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan 
teknik analisis tematik yang mencakup tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data 
dilakukan untuk menyaring informasi yang dianggap penting dan relevan dengan fokus 
penelitian. Kedua, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel 
tematik yang memudahkan pembacaan pola dan kategori utama. Ketiga, penarikan 
kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan yang muncul secara berulang dan signifikan, 
sehingga dapat memunculkan insight teoretis maupun praktis mengenai implementasi 
akad Mudharabah dalam layanan fintech syariah. Untuk menjamin validitas dan 
keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan 
membandingkan informasi yang diperoleh dari narasumber berbeda, baik dari kalangan 
industri, regulator, maupun pengguna. Selain itu, dilakukan konfirmasi data kepada 
narasumber (member checking) untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak 
menyimpang dari maksud dan pengalaman yang disampaikan oleh informan. Teknik ini 
penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian bersifat objektif, valid, dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

 
Gambar 1. Diagram Alir Proses Seleksi Studi (PRISMA Flow Diagram) 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Akad Mudharabah merupakan bentuk kerja sama dalam pengelolaan dana antara 

dua pihak. Dalam akad ini, pihak pertama yang disebut shahibul mal menyediakan 
seluruh modal, sedangkan pihak kedua yang disebut mudharib bertugas mengelola 
modal tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana akan dibagi di 
antara kedua belah pihak berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya dan 
dituangkan secara tertulis dalam kontrak,(Budianto, 2022). Sedangkan 
menurut,(Chasanah Novambar Andiyansari, 2020). Mudharabah adalah akad  kerjasama 
usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak    pertama    bertindak    sebagai    pemilik    
dana (shaibul    mal)    yang menyediakan   seluruh   modal   (100%),   sedangkan   pihak   
lainnya   sebagai pengelola usaha atau mudharib.Secara teknis, mudharabah adalah 
kemitraan laba, dimana satu pihak (rabbul mal) menyediakan modal dan pihak yang lain 
(mudharib) menyediakantenaga kerja. Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi 
dan Hanbali, menggunakan istilah mudharabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi’i 
menggunakan istilah qiradh. Mudharabah adalah sebuah perjanjian kemitraan usaha di 
mana persentase keuntungan (nisbah) telah disepakati sebelumnya antara pihak yang 
menyediakan dana (shahibul ma l) dan pihak yang mengelola usaha (mudharib). Skema 
pembiayaan dalam akad mudharabah umumnya digunakan untuk dua tujuan utama: 

 Mendukung modal kerja—seperti pembiayaan untuk usaha dagang dan jasa. 
 Menyediakan dana bagi sektor properti (real estate). 
Terdapat juga bentuk investasi khusus yang disebut mudharabah muqayyadah, di 

mana dana dialokasikan untuk tujuan tertentu sesuai instruksi shahibul ma l, dengan 
mekanisme pembagian hasil yang terstruktur. Penerapan akad mudharabah membawa 
sejumlah keuntungan dan risiko. Keuntungannya, mudharib tidak diharuskan 
menyediakan dana sendiri untuk operasional usaha. Namun, apabila terjadi kerugian 
akibat kelalaian atau kesalahan mudharib, ia harus menanggungnya. Karena adanya 
risiko ini, mudharib biasanya akan lebih teliti dan berhati-hati dalam mengelola 
dana yang diberikan,(Tamma Qisthia, 2023). Pembiayaan Mudharabah merupakan salah 
satu nisbah bagi hasil pada pembiayaan. Mudharabah harus dinyatakan dengan jelas 
sehingga tidak menimbulkan potensi ketidak pastian dan ketidak adilan dalam 
pembagian besar kecilnya nisbah, jika suatu saat terjadi resiko/kerugian maka harus 
ada kejelasan pihak mana yang bertanggung jawab terhadap resiko tersebut, (Nurzianti, 
2021). Secara global Financial Tebnology (Funtech), teknologi keuangan syariah 
merupakan inovasi yang menantang dan akan dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai 
sarana bersaing secara efektif di abad ke-21 ini. Lembaga keuangan syariah hadir 
dengan membawa inovasi teknologi, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi melalui penyaluran dana berbasis prinsip syariah. Hal ini menjadi alternatif 
yang lebih inovatif dalam menyediakan layanan keuangan, (Kamaruddin, 2022). 

Teknologi finansial merupakan usha yang berfokus dalam penyediaan gagasan 
jasa finansial yang menggunakan aplikasi dan modern. Sekarang ini Fintech 
mendapatkan perhatian secara global menjadi teknologi yang akan memberdayakan 
perusahaan untuk bersaing  dengan  efektif dalam abad dua puluh satu saat ini. 
Pemerintahan di dunia saat ini sudah memberikan perhatian mengenai tantangan dan 
merancang kebijakan serta peraturan untuk perkembangan Fintech, (Narasati, 2020). 
Fintech Syariah di Indonesia merupakan salah satu  bentuk inovasi keuangan yang 
menggabungkan prinsip syariah dengan teknologi digital. Financial Technology dengan 
layanan keuangan seperti crowdfunding E-Money, Peer to peer (P2P) Leading dan jasa 
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transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis start-up. Hadirnya crowdfunding, bisa 
memperoleh dana dar seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum 
pernah di tumui sekalipun Fintech juga memungkinkan transfer uang secara global atau 
internasional. Jasa pembelajaran seperti paypal otomatis mengbah kurs mata uang, 
sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang di dari indonesia dengan 
mudahnya, Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan 
ekspektasi konsumen diantaranya: pertama, dapat mengakses data dan informasi kapan 
saja dan dimana saja. Kedua, menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga 
cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru 
dibangun, (Wijayanti & Yandra, 2021). 

Perbedaan regulasi keuangan syariah antar negara jadi tantangan utama dalam 
mengembangkan Fintech syariah akibat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait 
produk dan layanan. Untuk mengatasi hal itu serta memaksimalkan potensi Fintech 
dalam keuangan syariah, dibutuhkan kolaborasi erat antara regulator, lembaga 
keuangan syariah, dan pelaku industri. Dengan adanya regulasi yang lebih transparan, 
jelas, dan mendukung, akan terbentuk ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya inovasi 
dan layanan Fintech syariah, (Norrahman, 2023). Melalui pendekatan analisis konten, 
penelitian ini mengungkap berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh fintech 
Syariah dalam proses perkembangannya. Penemuan utama menunjukkan bahwa 
walaupun fintech Syariah berpeluang besar dalam mendorong akses keuangan yang 
lebih luas, terdapat hambatan yang cukup signifikan seperti aturan yang belum 
mendukung secara optimal dan masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap 
keuangan Syariah. Oleh karena itu, agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara 
maksimal, diperlukan kebijakan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan edukasi 
masyarakat tentang keuangan Syariah, serta pemanfaatan teknologi untuk 
meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan keuangan berbasis prinsip-
prinsip Islam, (Vidiati & Dpp, 2024). 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan inovasi digital 
berpotensi besar dalam meningkatkan kemudahan akses, efisiensi operasional, dan 
transparansi dalam pasar modal syariah. Hal ini berkontribusi pada perluasan basis 
investor serta memperkuat tingkat kepercayaan terhadap pasar modal yang sesuai 
dengan prinsip syariah. Dengan terus mendorong pengembangan inovasi dalam praktik 
investasi syariah, diharapkan sektor keuangan syariah di Indonesia akan semakin maju 
dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Muslim dalam 
menjalankan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam,(Pramono & Fakhrina, 2024) 

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah memberikan kemudahan 
akses terhadap layanan keuangan, termasuk bagi kalangan mahasiswa. Namun, di balik 
kemudahan tersebut, muncul berbagai tantangan yang perlu diperhatikan, baik dari segi 
etika, regulasi, maupun kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech 
konvensional umumnya lebih berfokus pada orientasi profit dan efisiensi operasional. 
Sebaliknya, fintech berbasis syariah menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan, 
keterbukaan (transparansi), serta menghindari praktik riba. Perbedaan orientasi ini 
menimbulkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih hati-hati dalam pengembangan 
fintech syariah agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam, (Aziz et al., 2025). 
Perkembangan teknologi keuangan (financial technology) berpotensi memberikan 
dampak positif terhadap keberlangsungan dan eksistensi bank syariah, terutama jika 
didukung oleh tingkat kepercayaan publik yang tinggi dalam penggu. Pemanfaatan 
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fintech dapat memberikan nilai tambah (value added) bagi perbankan syariah dalam 
menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif. Melalui teknologi ini, 
berbagai transaksi keuangan seperti jual beli, penggunaan kartu debit dan kredit, 
peminjaman, serta akses ke berbagai layanan keuangan lainnya dapat dilakukan dengan 
lebih mudah dan efisien. Kehadiran fintech juga turut memperkuat posisi bank syariah, 
bahkan dalam beberapa aspek mampu menggeser peran bank konvensional di tengah 
dinamika ekonomi modern, (Firdaus et al., 2021). 

Era digital merupakan suatu masa di mana kemajuan teknologi telah 
mempermudah berbagai aspek kehidupan manusia. Di zaman ini, teknologi 
dimanfaatkan untuk mendukung hampir seluruh aktivitas, baik dalam bidang sosial, 
pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Ciri utama dari era digital adalah 
penggunaan perangkat digital dalam menjalankan berbagai kegiatan, baik secara 
profesional maupun personal. Setiap pekerjaan atau aktivitas dapat diselesaikan secara 
lebih cepat dan efisien, karena teknologi digital memungkinkan akses yang fleksibel—
dapat digunakan kapan saja, di mana saja, serta dikendalikan dari jarak jauh melalui 
berbagai perangkat canggih, (Farichah, 2024). Fintech merupakan inovasi dalam 
industri jasa keuangan yang mampu menjangkau calon debitur, khususnya pelaku usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor agrikultur yang belum terlayani oleh 
lembaga keuangan konvensional . Pemerintah Indonesia pun melihat potensi besar dari 
perkembangan fintech dalam mendukung pembiayaan UMKM, yang selama ini masih 
sulit mendapatkan akses modal dari perbankan. Fintech syariah merupakan bagian 
integral dari ekosistem fintech nasional, dengan peran penting dalam mendukung 
pertumbuhan UMKM di berbagai wilayah. Melalui pendekatan pembiayaan berbasis 
prinsip syariah, fintech ini telah membantu penyaluran dana kepada UMKM, yang 
merupakan mayoritas dari nasabahnya. Lebih lanjut, fintech telah merevolusi model 
bisnis konvensional menjadi berbasis digital. Proses transaksi yang dulunya 
mengharuskan pertemuan tatap muka kini dapat dilakukan secara daring (online) 
dalam waktu singkat. Layanan fintech syariah menjadi bagian dari sistem keuangan 
digital dan menyediakan alternatif pembiayaan bagi UMKM yang belum memiliki akses 
terhadap sumber modal. Melalui platform seperti peer-to-peer (P2P) lending syariah, 
securities crowdfunding, hingga koperasi berbasis teknologi, UMKM dapat memperoleh 
pembiayaan maupun suntikan modal yang dibutuhkan untuk 
mengembangkan usahanya,(Nusa et al., 2025). 

Teknologi keuangan (financial technology/fintech) merupakan salah satu bentuk 
inovasi dalam sistem akad pembiayaan pada transaksi ekonomi syariah. Dalam prinsip 
ekonomi syariah, pembiayaan harus didasarkan pada asas kepercayaan, yang berarti 
hasil dari pengelolaan dana investasi harus dibagi antara investor dan pengelola dana 
(manajer investasi), sesuai dengan kesepakatan awal. Harapannya, dana yang dikelola 
oleh manajer pembiayaan dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah 
ditetapkan. Dalam praktiknya, proses pembiayaan ini kemudian dikelola dan difasilitasi 
oleh perusahaan fintech berbasis syariah. Oleh karena itu, akad pembiayaan menjadi 
dasar operasional fintech syariah, yang dapat berbentuk berbagai jenis akad, seperti 
akad wakalah dan lainnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai ciri dan unsur utama 
dalam fintech syariah, perlu terlebih dahulu ditelaah konsep dan definisi fintech secara 
umum menurut berbagai pandangan,(Online & Syariah, 2024) 
 
Fintech Syariah sebagai Solusi Inklusi Keuangan di Daerah Terpencil 
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Fintech syariah berperan penting dalam membantu masyarakat yang kesulitan 
mengakses layanan perbankan, khususnya di daerah pedesaan Melalui platform 
teknologi seperti peer-to-peer lending, masyarakat dapat memperoleh akses 
pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu contohnya adalah 
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang sering mengalami kesulitan 
dalam mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Dengan memanfaatkan fintech 
syariah, mereka dapat memperoleh dukungan pendanaan tanpa bunga melalui akad-
akad syariah, seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli). Dengan 
demikian, fintech syariah menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif, adil, dan sesuai 
dengan nilai-nilai keislaman, khususnya bagi masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah 
yang belum terjangkau layanan keuangan konvensional,(Adipurno, 2025). 

Bank Umum Syariah menjalankan kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip 
syariah, di antaranya: 

 Penghimpunan Dana 
Mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk 
lain yang setara, dengan menggunakan akad wadiah (titipan) atau akad lain 
yang sesuai dengan prinsip syariah 

 Penghimpunan Dana Investasi 
Menghimpun dana investasi seperti deposito dan tabungan investasi melalui 
akad mudharabah (bagi hasil) atau akad lain yang tidak bertentangan 
dengan syariah. 

 Pembiayaan Bagi Hasil 
Menyalurkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil melalui akad 
mudharabah, musyarakah, atau akad sejenis yang sejalan dengan syariah. 

 Pembiayaan Jual Beli 
Menyalurkan pembiayaan berbasis jual beli melalui akad murabahah (jual 
beli dengan margin), salam (jual beli pesanan), istishna (jual beli 
proyek/pesanan bertahap), atau akad lainnya yang sesuai prinsip syariah. 

 Pembiayaan Sosial 
Memberikan pembiayaan tanpa imbalan (pinjaman kebajikan) melalui akad 
qardh atau sejenisnya yang sesuai prinsip syariah. 

 Pembiayaan Sewa 
Menyediakan pembiayaan dalam bentuk sewa menyewa atas barang 
bergerak atau tidak bergerak dengan akad ijarah, termasuk ijarah yang 
diakhiri dengan kepemilikan (ijarah muntahiyah bittamlik). 

 Pengambilalihan Utang 
Melakukan pengalihan utang dengan menggunakan akad hawalah atau 
bentuk akad syariah lainnya. 

 Kartu Pembiayaan Syariah 
Menyelenggarakan layanan kartu debit dan/atau kartu pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah. 

 Transaksi Surat Berharga 
Melakukan jual beli atau penjaminan surat berharga atas nama sendiri yang 
berbasis akad syariah, seperti ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, 
kafalah, atau hawalah. 

 Surat Berharga Pemerintah dan BI 
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Membeli surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank 
Indonesia. 

 Jasa Kliring dan Tagihan 
Menerima pembayaran tagihan surat berharga dan menyelenggarakan 
kliring atau penyelesaian antar pihak berdasarkan prinsip syariah. 

 Jasa Penitipan 
Menyediakan layanan penitipan untuk kepentingan pihak lain melalui akad 
yang sesuai dengan prinsip syariah. 

 Penyimpanan Barang dan Surat Berharga 
Menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga dengan 
berlandaskan prinsip syariah,(Keuangan, 2022). 

Optimalisasi Produk Digital Perbankan Syariah dan Tantangannya 
Produk digital perbankan syariah kini semakin diminati oleh masyarakat karena dinilai 
lebih efisien dan hemat dalam penggunaannya. Meskipun transformasi ke arah digital 
telah dimulai, eksplorasi dan pengembangan lebih lanjut masih sangat diperlukan agar 
produk digital perbankan syariah mampu bersaing dan tidak tertinggal dari layanan 
digital perbankan konvensional. 
Beberapa aspek yang perlu diperkuat meliputi: 

 Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) guna meningkatkan kualitas 
layanan serta pengalaman nasabah. 

 Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah agar 
mampu mengikuti dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. 

Namun, di sisi lain, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat 
kemajuan digitalisasi perbankan syariah. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan 
infrastruktur teknologi, kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, serta 
kebutuhan akan regulasi yang adaptif dan mendukung inovasi syariah berbasis digital, 
(Arfaizar et al., 2023) 
 
Peran dan Prinsip Lembaga Ekonomi Syariah 
 Lembaga ekonomi syariah beroperasi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip 
Islam yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan 
bertanggung jawab secara sosial. Salah satu landasan utamanya adalah larangan 
terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian), 
karena unsur-unsur tersebut dianggap menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian 
dalam transaksi ekonomi. Sebagai gantinya, lembaga ekonomi syariah menerapkan 
berbagai bentuk akad syariah seperti mudharabah (kemitraan usaha antara pemodal 
dan pengelola), musyarakah (kerjasama modal antara dua pihak atau lebih), murabahah 
(jual beli dengan penambahan margin keuntungan), serta ijarah (akad sewa-menyewa). 
Melalui mekanisme ini, transaksi yang dilakukan bersifat adil, saling menguntungkan, 
dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak . Dengan pendekatan yang 
berorientasi pada nilai dan keberlanjutan, lembaga ini berfungsi bukan hanya sebagai 
institusi keuangan, tetapi juga sebagai pilar dalam pembangunan ekonomi yang 
berkeadilan dan beretika, (Rofiullah et al., 2025). 
 
KESIMPULAN 
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 Bahwa fintech syariah di Indonesia, khususnya melalui penerapan akad 
Mudharabah, mampu menjadi solusi inovatif yang mendorong inklusi keuangan dan 
pemberdayaan ekonomi umat berbasis prinsip syariah. Melalui pendekatan kualitatif 
deskriptif, ditemukan bahwa platform seperti ALAMI Sharia, Investree Syariah, dan 
Ammana telah mengembangkan skema pembiayaan Mudharabah secara digital dengan 
tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan yang seimbang. 
Inovasi ini memberikan akses pembiayaan bagi sektor-sektor yang sebelumnya sulit 
dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional, seperti UMKM di wilayah terpencil. 
Meski menghadapi tantangan regulasi, literasi keuangan yang rendah, serta 
infrastruktur teknologi yang belum merata, kolaborasi antara pelaku industri, regulator, 
dan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem fintech syariah. 
Dengan dukungan regulasi adaptif dan edukasi masyarakat yang berkelanjutan, akad 
Mudharabah dalam fintech syariah berpotensi menjadi model pembiayaan masa depan 
yang berkelanjutan, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. 
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